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The application of administrative sanctions under 
Government Regulation No. 94 of 2021 aims to enhance the 
discipline of Civil Servants (Aparatur Sipil Negara – ASN) and 
prevent occurrences of maladministration. This study seeks to 
analyze the relevance of applying administrative sanctions in 
addressing cases of maladministration. The research employs 
a normative juridical approach, focusing on statutory 
regulations and related legal literature. The findings indicate 
that, although Government Regulation No. 94/2021 provides a 
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clear and comprehensive legal framework, the main challenges 
lie in inconsistent implementation and ineffective supervision. 
The enforcement of administrative sanctions must be 
supported by strict oversight and an increased awareness of 
ethical standards among civil servants in order to effectively 
prevent violations. In conclusion, while administrative 
sanctions have the potential to improve ASN behavior, their 
implementation must be reinforced through education, 
training, and transparent supervision to achieve the intended 
objectives. 
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PENDAHULUAN 

Sanksi administratif adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada Aparatur 

Sipil Negara (ASN) atau pihak terkait lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap kewajiban atau ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, yang bersifat administratif atau tidak melibatkan tindak pidana. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN, sanksi administratif 

dapat berupa teguran lisan atau tertulis, penurunan jabatan, pemindahan dalam rangka 

penataan organisasi, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan. Penerapan 

sanksi ini bertujuan untuk mendisiplinkan ASN agar mereka menjalankan tugas dan 

kewajiban dengan penuh tanggung jawab, serta menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap integritas dan kualitas pelayanan publik. Sanksi administratif tidak hanya 

berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan dan perbaikan 

perilaku dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, sanksi ini 

diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa 

di masa depan, sekaligus memastikan bahwa ASN dapat berperan secara maksimal 

dalam mendukung penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien. Namun, 

penerapan sanksi ini harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak dari 

pelanggaran yang dilakukan, serta prinsip keadilan dalam sistem birokrasi, agar tidak 

menimbulkan ketidakpuasan atau kecemburuan di antara para ASN yang bekerja 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Yuwono et al., 2021). 

Sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin ASN mengatur berbagai jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada 

https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1
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Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, baik yang 

berhubungan dengan ketidakhadiran, ketidakpatuhan terhadap kewajiban kerja, 

hingga penyalahgunaan wewenang yang bersifat administratif. Peraturan ini memuat 

beberapa bentuk sanksi yang dimulai dari teguran lisan dan tertulis, yang digunakan 

untuk memberikan peringatan awal kepada ASN yang melanggar ketentuan disiplin. 

Selain itu, terdapat sanksi yang lebih berat seperti penurunan pangkat, pemindahan 

jabatan, dan bahkan pemecatan. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk memastikan 

bahwa ASN tetap berkomitmen pada tugas dan tanggung jawab mereka, serta menjaga 

integritas dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, sanksi administratif juga berfungsi 

sebagai alat untuk mendorong profesionalisme ASN agar menjalankan tugasnya sesuai 

dengan aturan yang berlaku, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, serta 

mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik (Handika, 

2023). 

Penerapan sanksi administratif berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 

mengedepankan prinsip proporsionalitas, yang berarti bahwa setiap pelanggaran akan 

mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang 

ditimbulkan. Misalnya, untuk pelanggaran ringan seperti keterlambatan dalam 

melaksanakan tugas atau ketidakpatuhan terhadap prosedur administratif, ASN akan 

diberikan teguran sebagai langkah pembinaan awal. Namun, jika pelanggaran tersebut 

berdampak lebih besar pada kinerja organisasi atau masyarakat, maka sanksi yang 

lebih berat seperti penurunan pangkat atau pemecatan dapat diberlakukan. Penerapan 

sanksi ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin dan 

bertanggung jawab, dengan harapan bahwa ASN yang melanggar aturan dapat 

diperbaiki perilakunya, sementara mereka yang berperilaku baik dapat dihargai melalui 

penghargaan atau kenaikan pangkat. Secara keseluruhan, sanksi administratif ini 

bukan hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi lebih sebagai sarana untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan publik, menciptakan birokrasi yang 

bersih dan profesional, serta memperkuat integritas ASN dalam menjalankan tugasnya 

(Saputra, 2020). 

METODE PENELITIAN 

Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif. 
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Metode ini digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang tertuang dalam 

peraturan perundang- undangan terkait, khususnya Peraturan Pemerintah No. 94 

Tahun 2021 tentang Disiplin ASN. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap 

norma-norma hukum yang berlaku untuk menilai relevansi penerapan sanksi 

administratif dalam kasus mal administratif. Data utama yang dianalisis mencakup 

peraturan tersebut, sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal 

ilmiah, dan doktrin hukum. Selain itu, artikel ini juga menggunakan pendekatan 

perbandingan untuk membandingkan ketentuan dalam PP No. 94 Tahun 2021 dengan 

peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau 

kerangka hukum internasional terkait disiplin pegawai negeri. (Yudiono 0S, 2013,) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) telah memperkenalkan berbagai sanksi administratif bagi Aparatur Sipil Negara 

(ASN) yang melakukan pelanggaran disiplin, termasuk pelanggaran terkait 

maladministrasi. Pengaturan ini mencakup kategori pelanggaran ringan, sedang, dan 

berat, yang masing-masing diikuti dengan sanksi administratif yang proporsional. 

Namun, efektivitas pengaturan ini masih dipertanyakan, khususnya dalam hal 

implementasi dan penegakan hukum. 

Salah satu aspek penting yang diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021 adalah sanksi 

administratif bagi ASN yang terlibat maladministrasi, seperti penyalahgunaan 

wewenang atau pelanggaran terhadap prosedur administrasi. Sanksi tersebut meliputi 

teguran, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian 

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Meski demikian, beberapa kritik muncul 

terkait potensi kurangnya penegakan secara konsisten serta minimnya mekanisme 

pengawasan yang efektif untuk mencegah maladministrasi. 

Sebagai ilustrasi, penelitian oleh Puspitasari dan Kurniawan (2023) mencatat 

bahwa meskipun PP No. 94/2021 memberikan kerangka hukum yang lebih rinci 

dibandingkan regulasi sebelumnya, masih terdapat celah dalam implementasi yang 

memungkinkan terjadinya maladministrasi tanpa konsekuensi tegas. Hal ini seringkali 

dikaitkan dengan lemahnya kapasitas institusi pengawas dalam melakukan investigasi 

dan penindakan. 
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Selanjutnya, studi oleh Rahman dan Setiawan (2022) menunjukkan bahwa 

penegakan sanksi administratif dalam praktik seringkali diwarnai bias institusional, 

terutama jika pelaku pelanggaran memiliki posisi strategis. "Kelemahan ini 

memperlihatkan adanya kebutuhan untuk merancang sistem yang menjamin 

akuntabilitas independen dalam proses penanganan pelanggaran," jelas Rahman dan 

Setiawan (2022, p. 60). 

Di sisi lain, Yulianti dan Hadi (2023) menekankan pentingnya pendidikan dan 

pelatihan tentang tata kelola administrasi yang baik sebagai langkah preventif untuk 

mencegah maladministrasi. Mereka menyatakan bahwa "PP No. 94 Tahun 2021 hanya 

akan efektif jika diiringi dengan peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya 

disiplin dan profesionalisme" (Yulianti & Hadi, 2023, p. 38). Sementara itu, riset oleh 

Nugraha et al. (2023) menyoroti pentingnya koordinasi antara institusi pengawas 

internal dan eksternal untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh dan konsisten. 

Mereka mengusulkan pembentukan tim evaluasi lintas sektoral untuk menilai 

efektivitas penerapan sanksi berdasarkan PP No. 94/2021. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Puspitasari dan Kurniawan, "Kebijakan disiplin 

ASN melalui PP No. 94 Tahun 2021 merupakan langkah maju, tetapi efektivitasnya 

sangat bergantung pada pelaksanaan dan integritas pengawas internal lembaga 

pemerintahan" (Puspitasari & Kurniawan, 2023, p. 45). Meskipun PP No. 94 Tahun 2021 

merupakan langkah yang baik untuk memperbaiki disiplin ASN, regulasi ini masih 

memerlukan penguatan dari aspek pelaksanaan. Salah satu tantangan utama adalah 

membangun budaya integritas dan akuntabilitas di kalangan ASN, yang tidak hanya 

bergantung pada sanksi tetapi juga pada pembinaan dan pendidikan. Selain itu, 

pengawasan yang efektif harus disertai dengan transparansi dan keterlibatan publik 

agar penegakan hukum tidak hanya menjadi formalitas administratif. Dengan 

demikian, pemerintah perlu memperkuat pengawasan eksternal serta menciptakan 

mekanisme pelaporan yang lebih aman dan efektif bagi masyarakat untuk melaporkan 

maladministrasi tanpa takut akan konsekuensi negatif. 

1. Konsep Sanksi Administratif dalam Hukum Administrasi Negara 

Sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata merupakan kategori 

hukuman yang memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan, sifat, dan mekanisme 
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penerapannya. Sanksi administratif umumnya diberikan oleh otoritas administratif 

kepada individu atau badan hukum yang melanggar peraturan administratif. 

Penekanannya adalah pada upaya pemulihan dan kepatuhan terhadap peraturan, 

bukan pada penghukuman sebagai bentuk balas dendam (Sudarno, 2018). Berbeda 

dengan sanksi pidana yang ditetapkan oleh pengadilan pidana dan bertujuan untuk 

menghukum pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat secara lebih luas (Haris, 

2019), serta sanksi perdata yang diberikan oleh pengadilan perdata untuk 

menyelesaikan sengketa antar individu atau entitas dengan fokus pada pemulihan 

kerugian (Setiawan, 2020). 

Menurut Kusuma (2017), sanksi administratif bersifat lebih fleksibel dan sering 

kali berupa tindakan administratif seperti peringatan, denda, atau pencabutan izin. 

Sebaliknya, sanksi pidana lebih berat, termasuk hukuman penjara atau denda yang 

ditetapkan oleh pengadilan, sementara sanksi perdata fokus pada kompensasi atau 

ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan (Raharjo, 2021). 

Perbedaan ini menegaskan pentingnya penyesuaian jenis sanksi dengan konteks 

pelanggaran yang terjadi. Sanksi administratif cenderung lebih efektif dalam 

menangani pelanggaran peraturan yang bersifat teknis atau administratif, seperti 

pengabaian kewajiban perizinan, karena pendekatannya yang bersifat pembinaan dan 

preventif. Hal ini berbeda dengan sanksi pidana dan perdata yang lebih sesuai untuk 

pelanggaran serius dengan dampak yang lebih luas, sehingga penegakan hukumnya 

harus lebih tegas dan formal. 

Tujuan penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum mencakup 

pemeliharaan ketertiban umum, pencegahan pelanggaran, dan pembinaan bagi 

individu atau entitas yang melanggar peraturan. Sanksi administratif dimaksudkan 

tidak hanya sebagai bentuk hukuman tetapi juga sebagai upaya pembinaan agar 

pelanggar mematuhi peraturan di masa depan (Raharjo, 2021). Haris (2019) menyatakan 

bahwa penerapan sanksi ini bertujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan 

mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sudarno (2018) menambahkan 

bahwa sanksi administratif juga memiliki fungsi untuk memberikan efek jera, sehingga 

para pelanggar dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan diharapkan 

tidak mengulanginya. 
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Selain itu, sanksi administratif berperan sebagai instrumen yang mendukung 

instansi pemerintah dalam memastikan keadilan sosial dan tertib administrasi 

(Suhartono, 2020). Setiawan (2020) mengungkapkan bahwa penerapan sanksi 

administratif dapat membantu menghindari kelebihan beban pada sistem peradilan 

pidana dan perdata, yang lebih diperuntukkan bagi kasus-kasus dengan kompleksitas 

dan dampak lebih besar. 

Aspek penting lainnya dalam konteks sanksi administratif adalah upaya 

pencegahan dan penanganan maladministrasi. Maladministrasi merujuk pada tindakan 

atau kelalaian yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang mengabaikan kewajiban 

dalam melaksanakan tugasnya secara benar dan profesional. Tindakan maladministrasi 

dapat meliputi penyalahgunaan wewenang, penundaan yang tidak wajar dalam 

pengambilan keputusan, atau pengabaian prosedur yang berlaku (Haris, 2019). Dalam 

hal ini, sanksi administratif dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi 

maladministrasi, memberikan peringatan, dan mendorong peningkatan akuntabilitas 

serta transparansi dalam pemerintah. 

Penegakan sanksi administratif terhadap maladministrasi tidak hanya bertujuan 

untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga untuk meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap integritas aparatur pemerintah (Setiawan, 2020). Dengan 

adanya mekanisme sanksi yang jelas dan diterapkan secara konsisten, masyarakat 

dapat merasa yakin bahwa aturan diikuti dengan profesionalisme dan 

pertanggungjawaban. Selain itu, penerapan sanksi administratif yang tepat dapat 

meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat 

serta memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. 

Sanksi administratif, dengan pendekatan yang tepat, bukan hanya sebagai sarana 

penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperbaiki tata 

kelola pemerintahan. Penerapan sanksi yang adil dan proporsional dapat mengurangi 

jumlah pelanggaran sekaligus memperbaiki kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

mematuhi peraturan. Oleh karena itu, peran sanksi administratif sangat krusial dalam 

menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan publik yang efektif. 

Namun, implementasinya harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan 

proporsionalitas agar tidak menimbulkan ketidakpuasan atau penyalahgunaan 
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wewenang oleh pihak yang berwenang. Pengawasan yang ketat, baik secara internal 

maupun eksternal, perlu diimplementasikan untuk memastikan penerapan sanksi 

berjalan secara objektif dan mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat 

terhadap integritas pemerintah. 

2. Analisis Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(PP No. 94/2021) memiliki tujuan utama untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan 

kinerja, dan mendorong integritas dalam jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan ini 

bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan bebas 

dari korupsi dengan memformulasikan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh para 

pegawai negeri (Haris, 2021). Salah satu aspek penting dari PP No. 94/2021 adalah 

memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kewajiban dan larangan bagi ASN, serta 

konsekuensi yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran. 

Menurut Raharjo (2021), regulasi ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan sistem 

kepegawaian melalui pembinaan dan pengendalian yang berkelanjutan. Penerapan 

sanksi yang efektif menjadi alat penting dalam memperbaiki perilaku ASN, 

meminimalkan tindakan maladministrasi, dan memastikan layanan publik yang lebih 

berkualitas. Maladministrasi dalam konteks ini merujuk pada penyimpangan dari 

prosedur administratif yang dapat merugikan masyarakat, seperti penundaan yang 

tidak wajar dalam pelayanan publik, tindakan diskriminatif, atau penyalahgunaan 

kekuasaan. Penanggulangan maladministrasi menjadi krusial dalam mewujudkan 

sistem pemerintahan yang bersih dan efisien (Suhartono, 2020). 

Hal ini sejalan dengan pemikiran Suhartono (2020) yang menyebutkan bahwa 

disiplin ASN yang baik adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Maladministrasi tidak hanya merugikan 

masyarakat tetapi juga merusak integritas ASN dan institusi pemerintahan. 

PP No. 94/2021 merupakan langkah positif dalam membangun budaya kerja yang 

lebih disiplin dan bertanggung jawab di kalangan ASN. Dengan adanya regulasi ini, 

diharapkan dapat mengurangi potensi pelanggaran yang merugikan kredibilitas 

pemerintah, termasuk tindakan maladministrasi. Namun, penerapan peraturan ini 

harus dilakukan secara konsisten dan adil agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif 
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atau penyalahgunaan kekuasaan. 

PP No. 94/2021 mengatur berbagai bentuk sanksi administratif yang dapat diterapkan 

kepada ASN yang melanggar ketentuan disiplin. Bentuk sanksi ini meliputi peringatan 

tertulis, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian secara tidak 

hormat (Kusuma, 2018). Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus 

mendorong para ASN untuk mematuhi peraturan yang berlaku (Sudarno, 2018). 

Menurut Setiawan (2020), sanksi administratif dalam PP No. 94/2021 memiliki 

hierarki yang jelas, sehingga memungkinkan pemberian sanksi yang proporsional 

sesuai dengan tingkat pelanggaran. Bentuk sanksi yang lebih ringan seperti peringatan 

tertulis biasanya diberikan untuk pelanggaran yang tidak mengancam kestabilan 

organisasi, sementara sanksi yang lebih berat, seperti penurunan pangkat, diberikan 

untuk pelanggaran yang dianggap serius dan dapat merugikan kredibilitas institusi 

(Haris, 2019). Maladministrasi yang terjadi akibat penyimpangan prosedur dapat 

dikenakan sanksi yang beragam, tergantung pada dampak dan tingkat keseriusan 

tindakan tersebut. 

Sistem sanksi yang diatur dalam PP No. 94/2021 cukup komprehensif dalam 

menjangkau berbagai tingkat pelanggaran. Namun, penting untuk memastikan bahwa 

penerapan sanksi dilakukan secara objektif dan tidak ada potensi penyalahgunaan yang 

dapat merugikan pegawai secara tidak adil. Penegakan hukum yang adil akan 

meningkatkan rasa kepercayaan dan motivasi ASN untuk mematuhi aturan. 

Dalam penerapan prosedur sanksi administratif bagi ASN dalam PP No. 94/2021 

sudah diatur secara rinci untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran diperiksa dengan 

cermat dan sanksi yang diberikan sesuai dengan prinsip keadilan. Proses ini dimulai 

dengan laporan pelanggaran yang diterima oleh pejabat yang berwenang, yang 

kemudian dilakukan penyelidikan awal untuk menentukan keabsahan dugaan 

pelanggaran (Raharjo, 2021). Apabila ditemukan bukti yang cukup, langkah selanjutnya 

adalah mengajukan keputusan atas pelanggaran tersebut, yang dapat melibatkan 

klarifikasi dan audiensi bagi ASN yang bersangkutan. 

Menurut  Kusuma  (2017),  pentingnya  prosedur  ini  adalah  untuk  

memberikan kesempatan bagi ASN untuk memberikan pembelaan diri sebelum sanksi 

diterapkan. Proses yang transparan dan terstruktur dapat mengurangi potensi sengketa 



 

Satria Aji Pamungkas,  et. al. : Analisis Relevansi Sanksi Administratif Dalam Kasus Maladministratif: Tinjauan Terhadap Peraturan 
Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN 
PERAHU (Penerangan Hukum)  
Jurnal Ilmu Hukum   
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025 

141 

dan meningkatkan akuntabilitas dalam penerapan sanksi. Prosedur yang lebih detail 

juga bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak ASN terlindungi selama proses 

pemeriksaan dan keputusan yang diambil berlandaskan bukti yang sah (Setiawan, 2020). 

Prosedur ini juga memiliki peran penting dalam mencegah maladministrasi, di mana 

setiap langkah diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan administratif 

atau tindakan yang merugikan pegawai secara tidak semestinya. 

Prosedur yang diatur dalam PP No. 94/2021 sudah mengakomodasi prinsip 

keadilan dan transparansi, yang sangat penting dalam menjaga integritas sistem 

kepegawaian. Namun, keberhasilan implementasi prosedur ini sangat bergantung pada 

pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang konsisten di setiap instansi. Adanya 

mekanisme pengawasan internal yang efektif dapat membantu mencegah 

penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kepegawaian. 

3. Relevansi Sanksi Administratif dalam Penanganan kasus mal administratif 

Penerapan sanksi administratif berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 sangat penting 

dalam menanggulangi maladministrasi yang terjadi dalam organisasi pemerintahan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2021), PP No. 94/2021 

menyediakan kerangka hukum yang komprehensif yang mengatur berbagai sanksi 

administratif seperti peringatan tertulis, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, 

hingga pemberhentian secara tidak hormat. Tujuan dari sanksi-sanksi ini adalah untuk 

memperbaiki perilaku ASN dan mencegah terulangnya tindakan maladministrasi. 

Studi kasus dari implementasi PP No. 94/2021 di berbagai instansi pemerintah 

menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang jelas dan tegas memiliki dampak positif 

dalam menurunkan angka pelanggaran disiplin. Misalnya, penelitian oleh Kusuma 

(2018) menyoroti bagaimana beberapa instansi telah berhasil mengurangi tindakan 

maladministrasi melalui pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran 

yang dilakukan. Penurunan pangkat dan penundaan kenaikan gaji, dalam beberapa 

kasus, telah terbukti efektif dalam memberikan efek jera bagi ASN, sehingga mereka 

lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Namun, penting untuk mencatat bahwa 

penerapan sanksi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak 

menimbulkan ketidakadilan. Setiawan (2020) mengemukakan bahwa keberhasilan 

implementasi sanksi juga sangat bergantung pada transparansi prosedur dan 
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pengawasan yang ketat. Penerapan sanksi yang tidak transparan dapat menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan potensi 

penyalahgunaan kekuasaan. 

Sanksi administratif memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah 

terjadinya maladministrasi di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan pendapat 

Suhartono (2020), disiplin yang baik di kalangan ASN adalah kunci utama dalam 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan publik dan integritas 

pemerintahan. Maladministrasi sering kali terjadi sebagai akibat dari pengabaian 

prosedur yang berlaku, yang dapat disebabkan oleh kelalaian, penyalahgunaan 

kekuasaan, atau tindakan diskriminatif. 

PP No. 94/2021 memuat berbagai sanksi yang dirancang untuk memberikan efek jera 

serta memastikan bahwa ASN mematuhi aturan dan prosedur administratif yang ada. 

Penurunan pangkat atau pemberhentian secara tidak hormat, misalnya, dapat mencegah 

tindakan penyimpangan yang lebih serius. Namun, efek pencegahan dari sanksi-sanksi 

ini akan lebih optimal jika diterapkan secara adil dan berdasarkan prinsip keadilan yang 

objektif (Raharjo, 2021). 

Menurut Haris (2021), penerapan sanksi administratif yang konsisten dan 

berlandaskan bukti yang valid dapat mengurangi potensi maladministrasi secara 

signifikan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Setiawan (2020), yang mengungkapkan 

bahwa ASN cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan ketika mereka 

menyadari adanya konsekuensi yang jelas dari tindakan mereka. 

Namun, saya berpendapat bahwa untuk menjamin efektivitas sanksi sebagai 

langkah pencegahan, penting bagi instansi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada 

pemberian sanksi, tetapi juga mengutamakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN 

mengenai pentingnya kepatuhan pada prosedur dan etika dalam bekerja. Upaya ini 

dapat memperkuat kesadaran dan internalisasi nilai-nilai profesionalisme di kalangan 

ASN. 

Dalam Studi Kasus yang saya pelajari yaitu Penanganan Kasus Maladministrasi di 

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kasus dugaan penyalahgunaan 

wewenang oleh pejabat dan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 

yang terlibat dalam judi online (judol) merupakan contoh nyata pentingnya penerapan 
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sanksi administratif dalam mencegah dan menangani maladministrasi. Berdasarkan 

laporan dari Polda Metro Jaya, sejumlah pejabat dan staf di Komdigi diduga 

menyalahgunakan kewenangan mereka untuk memblokir situs judi online dengan 

menyewa lokasi sebagai kantor satelit untuk kegiatan ilegal tersebut (Ade Ary Syam 

Indradi, 2024). Kasus ini mengungkap bahwa adanya pengawasan yang lemah dan 

penerapan sanksi yang tidak efektif dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran serius 

yang merugikan integritas pemerintahan. 

Dalam konteks PP No. 94 Tahun 2021, sanksi administratif dirancang untuk 

mengatasi permasalahan seperti ini dengan menegakkan disiplin dan memberikan efek 

jera kepada pelanggar. Penegakan sanksi terhadap pejabat yang terlibat dalam kasus 

ini menunjukkan bahwa kebijakan disiplin tidak hanya berlaku untuk ASN secara 

umum tetapi juga harus diterapkan secara adil dan tegas terhadap pejabat yang 

memiliki wewenang. Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, 

menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu dan 

menyatakan bahwa seluruh ASN di Komdigi telah menandatangani pakta integritas 

untuk memerangi judi online (Meutya, 2024). Upaya ini menunjukkan keseriusan 

kementerian dalam memberantas praktik maladministrasi di kalangan pegawainya. 

Penerapan sanksi administratif yang konsisten dapat berfungsi sebagai langkah 

pencegahan yang efektif terhadap terjadinya maladministrasi. Dalam studi yang 

dilakukan oleh Haris (2021), ditemukan bahwa pemberian sanksi yang sesuai dapat 

menurunkan kemungkinan pelanggaran disiplin di kalangan ASN. Dalam kasus 

Komdigi, penerapan sanksi administratif, seperti penurunan pangkat atau 

pemberhentian, dapat mengurangi potensi tindakan serupa di masa depan. 

Namun, penting untuk memastikan bahwa proses penerapan sanksi dilakukan 

secara transparan dan akurat. Setiawan (2020) menekankan bahwa keberhasilan sanksi 

administratif tidak hanya bergantung pada penerapannya, tetapi juga pada mekanisme 

pengawasan yang ketat dan keadilan dalam prosesnya. Kasus Komdigi menunjukkan 

pentingnya pengawasan internal dan transparansi dalam menegakkan aturan disiplin, 

agar sanksi yang diterapkan benar-benar memberikan efek jera dan mencegah 

terulangnya perbuatan serupa. 

Melalui kasus ini, penting untuk menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan 



 

Satria Aji Pamungkas,  et. al. : Analisis Relevansi Sanksi Administratif Dalam Kasus Maladministratif: Tinjauan Terhadap Peraturan 
Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN 
PERAHU (Penerangan Hukum)  
Jurnal Ilmu Hukum   
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025 

144 

bagi ASN mengenai etika dan prosedur administratif yang baik juga merupakan aspek 

penting dalam pencegahan maladministrasi. Suhartono (2020) mengungkapkan bahwa 

disiplin yang baik di kalangan ASN dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintahan. Upaya peningkatan pemahaman terhadap kewajiban dan etika 

kerja dapat membantu ASN dalam menjalankan tugasnya dengan lebih profesional 

dan bertanggung jawab. dapat disimpulkan bahwa meskipun sanksi administratif 

memiliki potensi untuk menurunkan angka pelanggaran disiplin, penerapannya harus 

didukung oleh langkah-langkah pendidikan yang berkelanjutan. Jika hanya 

mengandalkan sanksi tanpa didukung oleh pemahaman yang baik tentang pentingnya 

etika dan kepatuhan, maka sanksi tersebut mungkin tidak cukup efektif. Oleh karena 

itu, upaya peningkatan kompetensi dan kesadaran etis ASN harus menjadi bagian 

integral dari strategi pencegahan maladministrasi. 

KESIMPULAN 

Penerapan sanksi administratif berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 memiliki 

potensi besar dalam menanggulangi maladministrasi di lingkungan pemerintahan. 

Meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas, efektivitasnya sangat bergantung 

pada konsistensi penerapan, pengawasan yang transparan, dan pendidikan bagi ASN. 

Upaya pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat 

kesadaran dan integritas ASN, serta mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan 

langkah-langkah pendukung tersebut, sanksi administratif dapat menjadi instrumen 

yang efektif dalam menciptakan birokrasi yang lebih disiplin, profesional, dan dapat 

dipercaya oleh masyarakat. Implementasi yang adil dan berprinsip keadilan serta 

pengawasan yang optimal akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan 

mengurangi potensi maladministrasi, memastikan bahwa ASN menjalankan tugasnya 

sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku. 
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